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Abstract. There are many taxpayers who have not paid their motor vehicle tax, even though the aim of the motor
vehicle tax reduction program in Riau Province is so that taxpayers pay their motor vehicle tax after the tax
payment period has passed. This research aims to see how effectively the motor vehicle tax reduction program in
Riau Province has been running. The research method this time is using a qualitative research method. The reason
the researcher used a qualitative research method was so that the researcher could see and analyze the extent to
which the effectiveness of the motor vehicle tax reduction program in Riau Province was running. The theory in
this research uses Mahmudi's effectiveness theory which consists of quality, quantity and time. The results of this
research are that the motor vehicle tax whitening program that is already underway in Riau Province cannot be
said to be effective. According to calculations, the number of vehicles that are in arrears in their motor vehicle
tax payments is around 1 million vehicles and so far those who have utilized the motor vehicle tax whitening
program in Riau Province are around 390 thousand motor vehicles. With this number of vehicles, researchers
can conclude that less than half of the number of motorized vehicles in Riau Province have paid their motor
vehicle tax which is in arrears. Of course, the hope is that the vehicle tax reduction program in Riau Province
can make people aware of their tax obligations, where this program also exists to relieve people because they no
longer need to pay administrative tax fines, they just have to pay the principal tax.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Motor Vehicle Tax Reduction.

Abstrak. Banyaknya para wajib pajak yang belum membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka, padahal
tujuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau agar wajib pajak membayarkan pajak
kendaraan bermotor mereka yang sudah lewat dari masa pembayaran wajib pajaknya. Penelitian ini bertujuan
untuk melihat seberapa efektif program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau telah berjalan.
Metode penelitian kali ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif yaitu agar peneliti bisa melihat dan menganalisis sejauh mana efektivitas dari program
pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini berjalan. Teori pada penelitian kali ini yaitu
menggunakan teori efektivitas Mahmudi yang terdiri dari kualitas, kuantitas, dan waktu. Hasil penelitian kali ini
yaitu Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah berlangsung di Provinsi Riau belum bisa
dikatakan berjalan efektif. Menurut perhitungan jumlah kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan
bermotor mereka ada sekitar 1 juta kendaraan dan sejauh ini yang sudah memanfaatkan program pemutihan pajak
kendaraan bermotor di Provinsi Riau sekitar 390 ribu kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan segitu maka
peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya belum sampai dari setengah jumlah kendaraan bermotor yang ada di
Provinsi Riau ini membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka yang sudah menunggak. Yang dimana tentunya
harapan dari program pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Riau ini bisa membuat masyarakat sadar akan
kewajiban pajak mereka dimana program ini ada juga untuk meringankan masyarakat karena tidak perlu lagi
membayar denda sanksi administrasi pajaknya, cukup dengan membayar pokok pajaknya saja.

Kata kunci: Efektivitas, Pelaksanaan, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
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LATAR BELAKANG

Kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang menghasilkan pendapatan
daerah dan menyediakan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
untuk kepentingan masyarakat merupakan komponen pembangunan daerah. Untuk
meningkatkan pendapatan daerah dan terlaksananya pembangunan daerah maka hal yang
dilakukan adalah dengan memanfaatkan peraturan pemerintah yaitu mewajibkan semua wajib
pajak untuk membayar pajak dengan kewajibannya sesuai Sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Secara normatif telah dikemukakan bahwa kewenangan perpajakan di daerah yang
diwujudkan dengan sejumlah jenis pajak yang disebut sebagai pajak daerah adalah kewenangan
yang merupakan derivasi atau turunan dan kelanjutan dari kewenangan yang dimiliki
pemerintah pusat. Secara teoritis model kewenangan yang demikian ini merupakan
konsekuensi dari dianutnya sistem negara kesatuan dimana Indonesia menganut sistem
tersebut. Kewenangan perpajakan adalah kewenangan yang sangat fital bagi eksistensi
bangunan negara kesatuan sehingga keberadaannya tidak di disebut pajak daerah.

Keberadaan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang secara
khusus mengatur pajak dan retribusi daerah adalah penjabaran lebih lanjut mengenai
kewenangan perpajakan yang berada di pemerintah pusat yang kemudian diberikan atau
didelegasikan kepada daerah dengan pertimbangan pokok demi efisiensi dan efektivitas dalam
pengelolaannya. Pajak dapat mempengaruhi harga, dapat mempengaruhi pasar, dapat
mempengaruhi sistem pengupahan, penggangguran, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.
Pajak daerah dan sejumlah pungutan yang dikenakan untuk jenis kegiatan tertentu juga bisa
menjadi alat kontrol bahkan menjadi awal untuk menghilangkannya secara perlahan karena
adanya tarif pajak yang tinggi dan bersifat progresif.

Tabel 1.1 Jumlah Data Kendaraan Yang Melakukan Pemutihan Pajak Kendaraan

Blermotor Provinsi Riau tahun 2018 sampai tahun 2021

No | Tahun Jumlah Unit Jumlah Pokok Pembayaran PKB
1 2018 26.731 46.809.682.558

2 2019 234.393 221.485.988.296

3 2020 180.549 184.262.122.843

4 2021 153.734 181.501.852.300

Sumber : BAPENDA Provinsi Riau.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwasanya pemutihan pajak kendaraan bermotor
sejak tahun 2018 sampai pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di
setiap tahunnya. Dimulai dari pemutihan pajak kendaraan bermotor ditahun 2018 dibukak pada
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tanggal 22 Oktober sampai pada tanggal 15 Desember 2018. Selanjutnya pemutihan pajak
kendaraan bermotor ditahun 2019 dibuka pada tanggal 15 Oktober sampai pada tanggal 15
Desember 2019. Dilanjutkan pada tahun 2020 dibuka 2 periode, periode yang pertama dibuka
pada tanggal 17 Maret sampai pada tanggal 29 Mei 2020, lalu dilanjutkan periode keduanya
dimulai pada tanggal 1 September sampai pada tanggal 15 Desember 2020. Lalu masuk ditahun
2021 dibuka pada tanggal 9 Agustus sampai pada tanggal 9 Desember 2021.

Alasan mengapa ditahun 2022 ditiadakannya pemutihan pajak kendaraan bermotor
karena pemerintah khususnya pihak pajak ingin mengistirahatkan program pemutihan pajak ini
karena bisa membuat masyarakat malas membayar pajak tepat waktu dan terus terusan akan
menunggu adanya pemutihan pajak karena dengan program itu mereka bisa membayar
pokoknya saja tanpa membayar dendanya.

Pemutihan pajak adalah suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak
kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing
dengan tujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan di masyarakat dan harapannya
program ini bisa menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

Hingga saat ini masa waktu dari pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau
diperpanjang masuk periode kedua hingga tanggal 31 Agustus 2023 yang akan datang. Dan
diharapkan bagi seluruh masyarakat daerah Riau bisa memanfaatkan program ini sebaik
mungkin agar segera bisa melakukan pembayaran pajaknya.

Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau bisa dilakukan di
masing-masing kabupaten atau kota yang ada. Pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa
dilakukan di masing-masing kantor samsat yang ada disetiap kabupaten atau kota yang ada di
Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan dari pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, adanya peran
dari jasa raharja, ditlantas Polda Riau dan dinas BAPENDA dalam melaksanakan program ini
yang akan dilandasi dari Pergub yang dibuat disetiap tahunnya sesuai tahun berapa aja yang
ada program dari pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Peneliti hanya berfokus kepada pemutihan pajak kendaraan bermotor Provinsi Riau.
Program pemutihan pajak kendaraan bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan para
pemilik kendaraan, dalam hal ini wajib pajak, namun juga bermanfaat untuk pemerintah. Bagi
pemilik kendaraan (Wajib Pajak), program pemutihan pajak kendaraan bisa membuat wajib
pajak lebih ringan didalam membayar pajak yang dibebankan. Disamping itu, wajib pajak juga
bisa melegalkan kendaraan miliknya tanpa perlu merasa takut. Sementara itu, untuk pemerintah
program pemutihan pajak kendaraan bisa membantu pemerintah dalam hal menjadikan wajib
pajak taat dan juga patuh untuk membayar pajak serta menambah penerimaan pemerintah.
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Mengacu pada Pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 disebutkan jika pemilik
kendaraan bermotor wajib untuk mengurus dan juga melunasi pajak sebelum masa 2 (dua)
tahun habis. Jika sampai 2 (dua) tahun belum memperpanjang, maka status kepemilikannya
akan dihapus atau bisa dikatakan kendaraan bodong. Setelah semua sudah dirangkum dalam
latar belakang tentang pemutihan perpajakan kendaran bermotor di kota pekanbaru maka
peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI RIAU™.

KAJIAN TEORITIS
Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran suatu organisasi dalam mencapai proses kerja yang lebih
baik dalam menyelesaikan tugas. Efektivitas adalah suatu keadaan tercapainya tujuan yang
diharapkan atau diinginkan dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan planning yang
telah dibuat. Menurut para ahli, pengertian efektivitas antara lain sebagai berikut: Menurut
(Susanto, 2016) Efektivitas adalah kekuatan pengaruh pesan atau derajat pengaruh pesan.
Menurut pengertian ini, efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran pencapaian tujuan yang

direncanakan secara matang sebelumnya.

Jenis-Jenis Efektivitas
Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada
tingkat individu, kelompok, dan organisasi sebagaimana yang didasarkan oleh David J.
Lawless dalam Gibson (1997:25-26) antara lain:
1. Efektivitas Individu
Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang
menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi
2. Efektivitas Kelompok
Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama
dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua
anggota kelompoknya
3. Efektivitas organisasi
terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas,
organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada

jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.
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Kerangka Berpikir
Berdasarkan hasil dari latar belakang yang sudah peneliti jelaskan dalam penelitian kali

ini maka dirumuskan kerangka berpikirnya seperti berikut.

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBEBASAN DAN/ PENGURANGAN POKOK PATAK KENDARAAN
BERMOTOR TERUTANG DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR

FENOMENA

Kualitas : Banyakaya antusias masyasakat terhadap PKB di Provinsi Riau

Kuantitas - Tercapainya tujuan dari program PKB di Provinsi Riau

Waktu : Sudah lamanya waktu yang diberikan untuk Program PKB di Proviasi
-

J
I J

Teori Efektivitas - Faktor penghambat

1 Kualitas efektivitas

2 Kuantitas. 1. Interal

3 Waktu
Sumber - Mahmudi (2015) 2. Blot

[ Pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ]

dapat terlaksana secara efektif

Gambar 1 Kerangka Berpikir
Sumber: Olahan penulis tahun 2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam metode kualitatif, data
diklasifikasikan untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan data serta
menafsirkannya berdasarkan fakta empiris di lapangan. Strategi penelitian ini berdasarkan
pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang aktual, yakni dengan mengumpulkan data,
menganalisis dan menginterpestasikannya. Dari pengertian diatas dapat penulis tarik
kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan
untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik alam maupun buatan. Fenomena dapat berupa
bentuk, kegiatan, sifat, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena yang
satu dengan yang lainnya. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif kali ini
karena penulis mengambil judul tentang efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor jadi
penulis mengambil jenis penelitian yang cocok digunakan yaitu penelitian kualitatif karena
penulis membutuhkan narasumber yang akan diwawancarai sebagai jembatan informasi yang
dibutuhkan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di
Provinsi Riau

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di provinsi riau ini sebenarnya bukanlah
hal baru dan awam bagi masyarakat, dikarenakan program ini telah ada dan berjalan semenjak
tahun tahun sebelumnya, pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sendiri bertujuan untuk
mengingatkan masyarakat sekaligus mempermudah masyarakat pemilik kendaraan bermotor
yang sudah telat untuk membayar pajaknya tetapi dia bisa membayar pajak dengan
mendapatkan keringanan bebas denda pajak atau keringanan sanksi administrasi yaitu dengan
membayar pokok pajaknya saja. Dalam mewujudkan program pemutihan kendaraan bermotor
dinas BAPENDA juga bekerja sama dengan Jasa Raharja dan pihak kepolisian, terkhususnya
dibidang BAPENDA ini sendiri dibagian administrasinya saja. Efektif atau tidaknya program
pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sendiri balik lagi kepada masyarakat provinsi riau,
kesadaran masyarakat disini dibutuhkan agar mereka bisa membayar pajak mereka yang telah
mati atau mereka yang telat membayar pajak yang sudah sesuai dengan ditetapkan tanggal
wajib untuk membayar pajak sebelumnya.

Dalam prosesnya untuk mengetahui seberapa efektif program pemutihan pajak
kendaraan bermotor di provinsi riau ini terlaksana maka peneliti memerlukan beberapa
indikator yaitu terdiri dari kualitas, kuantitas dan waktu. Program ini memiliki banyak manfaat
bagi masyarakat sebenarnya apalagi buat masyarakat yang sukak lupa untuk membayar pajak
kendaraan bermotor mereka sehingga pajak kendaraan mereka mati, maka dimomen pemutihan
pajak kendaraan bermotor yang ada ini masyarakat bisa memanfaatkan program ini sebaik

baiknya dikarenakan program ini belum tentu diadakan setiap tahunnya.

2. Faktor —Faktor Penghambat Dari Efektivitas Progtam Pemutihan Pajak Kendaraan
Bermotor di Provinsi Riau

Sampai saat ini program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini masi
berjalan sampai pada bulan Desember tanggal 15 nanti barula program pemutihan pajak
kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini ditutup ditahun ini. Adanya program pemutihan pajak
kendaraan bermotor ini sebenarnya program yang menguntungkan bagi masyarakat khususnya
mereka yang telat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Dengan program ini bisa
membantu mereka untuk meringankan pembayaran pajak dengan tidak adanya denda sanksi
administrasi pajak yang akan dibayarkan cukup dengan membayar pokok pajak kendaraan

bermotornya saja. Program ini sebenarnya adalah program kolaborasi dinas BAPENDA
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Bersama Jasa Raharja dan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 74 undang-undang nomor 2
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Ketika pajak kendaraan bermotor
sudah mati selama 2 tahun maka administrasinya akan dihapuskan dan bisa dikatakan
kendaraan bodong. Untuk menghindari kendaraan bodong maka masyarakat haruslah
membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Dan adanya program ini seharusnya bisa
membantu masyarakat sekaligus membuat mereka jera dan belajar dari kesalahan mereka yang
tidak taat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Saat ini akan dilihat dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ada di
Provinsi Riau apakah ada faktor yang menghambat dari berlangsungnya program pemutihan
pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini. Melihat program ini yang sudah berjalan sejak
lama dan dari tahun ketahun selalu diadakan dan banyaknya masyarakat yang telat membayar
pajak memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang peneliti uraikan dan jabarkan mengenai efektifitas program
pemutihan pajak kendaraan di Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa:

2. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah berlangsung di Provinsi Riau
belum bisa dikatakan berjalan efektif. Menurut perhitungan jumlah kendaraan yang
menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka ada sekitar 1 juta kendaraan
dan sejauh ini yang sudah memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor
di Provinsi Riau sekitar 390 ribu kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan segitu
maka peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya belum sampai dari setengah jumlah
kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Riau ini membayarkan pajak kendaraan bermotor
mereka yang sudah menunggak. Yang dimana tentunya harapan dari program pemutihan
pajak kendaraan di Provinsi Riau ini bisa membuat masyarakat sadar akan kewajiban pajak
mereka dimana program ini ada juga untuk meringankan masyarakat karena tidak perlu
lagi membayar denda sanksi administrasi pajaknya, cukup dengan membayar pokok
pajaknya saja.

3. Faktor penghambat dari efektifitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor di
Provinsi Riau ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak
kendaraan bermotor mereka yang sudah lewat batas untuk melakukan pembayaran pajak.
Padahal program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sangat membantu masyarakat

yang memiliki kendaraan bermotor yang sudah lewat dalam membayar pajaknya tetapi
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mereka bisa membayar pajak kendaraan bermotor mereka tanpa denda sanksi administrasi
cukup pokok pajak kendaraan bermotor mereka saja. Seharusnya masyarakat sadar akan
kewajiban mereka sebagai pemilik kendaraan bermotor untuk menaati pembayaran pajak
kendaraan bermotor mereka setiap tahunnya. Faktor penghambat dari program pemutihan
pajak kendaraan bermotor ini yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang
dirasakan hambatannya dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi
Riau yaitu karena program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini menggunakan system
untuk pengurusan berkas-berkasnya maka dampak yang dirasakan yaitu ketika jaringan
sudah agak susah membuat proses dari pemutihan pajak kendaraan bermotor menjadi
terhambat atau lama, walaupun tidak setiap saat dirasakan tetapi daerah kabupaten yang
ada di Provinsi Riau pernah mengalami hal semacam ini. Dan faktor internal yang
menghambat program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau yaitu para
wajib pajak yang masi enggan untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan

berbagai alasan salah satunya ekonomi.

Saran

men

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti uraikan diatas

genai efektivitas pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau, peneliti ingin

memberikan beberapa saran yang diharapkan saran yang diberikan peneliti dapat menjadi

masukan yang bagus dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor Di

Provinsi Riau kedepannya, yaitu:

1.

123

Dalam melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau
kedepannya diharapkan para pembuat program terkait bisa lebih meningkatkan sosialisasi
ke masyarakat-masyarakat dan menggalakkan pembayaran pajak kendaraan bermotor
mereka yang sudah jatuh tempo yang memiliki kendaraan bermotor agar mereka bisa
membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka yang sudah lewat dari tempo pembayaran
pajak yang seharusnya karena ini merupakan kewajiban serta tanggung jawab dari wajib
pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka.

Diharapkan kepada pihak terkait seperti pihak kepolisian, Jasa Raharja, dan dinas
BAPENDA yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemutihan pajak
kendaraan bermotor untuk tidak membuat program pemutihan pajak kendaraan bermotor
ini sebagai agenda rutin setiap tahunnya. Karena ini bisa menjadikan masyarakat
memandang sebelah mata dengan tanggung jawab mereka dalam pembayaran pajak

kendaraan bermotor mereka. Program ini juga sebenarnya bisa membuat masyarakat
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manja karena mereka tidak perlu membayar denda pajaknya cukup membayar pokoknya
saja. Pertimbangkan secara baik dan matang kapan saja waktu yang bagus untuk

diadakannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provisi Riau ini.
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